
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR &I TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOI,A BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA KATI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untul melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18

tentang Badan I-ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentarg Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Muara Kati Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqja di

Sumatera Selatan (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaa

l€mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimala telah beberapa kali diubah, terakhir

dengaa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penlrusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahr:n 2005 Nomor 1O5, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Taltun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 i3);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Irmbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

5.

6_

MEMUTUSKAN:

MenetaPKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEIOI,A BADAN

I-AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT MUARA KATI KAE}UPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas'

2. Pemerintah Kabupaten adala.L Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dina8 Kesehatan KabupaGn Musi Rawas.

5. Kepa.la Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinae Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas ada-lah Puskesmas Muara Kati.

7. Unit Petaksana Telceis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan uPaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas peLayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertarna, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

1l.Badan Layanan Umurn Daera-h yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk membcrikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yaJlg dijual tanpa

mengutama-kan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efrsiensi dan produktivitas.
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelol,aan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaal

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

unh:k meningkatkan pelaya-nan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuargan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, inaentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Muara Kati.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

umum,

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit keda yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BLuD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yaltg selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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2O.UWya Kesehatan Masyarakat yang seldnjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyaiakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi ada-lah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dal,am rangka memperoleh marrfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pel,ayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan darr pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampr:ng seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersa[gkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

5
l.

Ft.



27.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang uengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selaqiutnya

disinskat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang bcrisi program,

kegiatan, targpt kinerja, dan angaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

s€lanjutnya disingkat DPA-BLI D adalah dokumen

yeng memuat dan biaya, proyeksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan scbagai dasar

pelaksanaan anSgaran oleh BLUD.

30. Rencana Strategis Bisnis yang setranjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (limal

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,

pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLIID.

31. Standar Pelayanan Minimrl yang selanjutnya

disingkat SPM adalah spesifkasi tekni8 tentang tolak

ukur layanan minirnal yang dibcrikan oleh

Puskesmas kepada rnesyarakat.

32. Basis akn:el adalah basis akuntansi yang mengakui

transaksi dan peristiwa liainnya pada saat

pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibryat.

33. Prakik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungei organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajernen yang baik dalatn rargka pemberian

layanart yang bermutu dan berkesina.Ebungan.
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34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BIlrD
yang bertugas melakukan Irngawasan darr

internait dallc"n rangka membantu

pemimpin BLUD urtuk meningkat&an kinerja

keuangan, dan pengaruh &rykungan

sosial sekitarnya (so€i,.l rcs{,,,Insi}{.7fgi. delqrn

bhnis sehat.

35. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang Eerupakan

keseluruban laporan keuargan entitas akuntansi

Bchingga tersaji seba8ai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATAKEI.oIA

Bagian Kesatu

Identitss Puskesmas

Pasd 2

hrskeslmas Muara Kati Mempa&an Puskesoas Rawat

Jalan yang terletak Jln Linta$ Sumatera Desa Muara Kati

Etaru I Kccarntan Tiang PuEpung Kclnrngut Kabupatrn

Musi Raxras.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nil,ai-Nilai dan PrinsipPrinsip Tata Kelola

Pasal 3

{1) Visi Puslrcsmas Musra IGti adalah:

Pus&esnas Muara I(ati berupaya menjadi Puskesmag

tcrbaik dqla'n f'clsyarlul KcEchatan dcrtggn dilukmg
tenaga yang pmfeional.

(2) Misi Puskcsmas Muara IGti adalah:

a. meningkatkan Felayanan Ke8€hatan yang

bermutu, merata, dan Terjargtau;
b. meaingkatkan dcrajat kesehatan Ibu dan Anak
c. membina Peran Serta Masyarat untuk hidup

schat;

d- meningkatkan uEaha harapan hidup; dan

;16 r:orciittii
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e. meninEkatkan Kesehatan Lingkungan

(Q Tata Nilai Puskesmas Muara Kati adalah:

a. malu;

b. kepuasan;

c. adil;

d. tanggungjan'ab; darl

e. inisiatif dan inovatif.

(a) Prinsipprinsip Tata Kelola antara lain:

a, transpamflsi;

b. akuntablitas;

c. responsibilitas; den

d. independensi.

Bagian Ketiga

Kedudukan Ptrsl(esmas

Pasal 4

Puskesmas Muara IGti Berupakan Unit pelakeartq

Telinis Dinas l(eschatarl I(abupatsn Musi Rawas.

Bagian tGempat

Tujuan, Tugas aan Fungsi Puskmmas

Pasal 5

(1) fujuarr dari Puskesmas MuarB Kati adnlqh:

& mewujudkan masyarakat yang mer.ililci lrrilaku
sehat yana mcliprrti kcndaran, keoarran, darr

kemampuan hidup sehat;

b. mewujudkan masyaralot yang rrampu

menjangkau pelayanan kesehatan bennutu;

c. mewujudkan masj'al?kat yang hidup dalam

lingkrmgan schat; dan

d. mewujudkan lang mcmiliki derajat

kesehatsn optimal, baik individu,

kelompol dan masyarakat.



(2) Puskesnao tugas m6letsa'lalrqn

kebijakan kesehatan r:ntuk mencapai tujuan
pembangunan kes€hatan di wilayah kerjanya dalam

rangla mendukung tersqiudnya kccamatan sehat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud

dalam ayat (21, Puskesrnas mcrryelenggaraean fungsi:

a. penyelengaraan UKM tingkat pertaIra di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelcnggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjarrya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerinteh Daerah
pasal 6

Peaerintah Kabupaten Muai Rawas .rlqlch pemilik

Pus&esmas Muara Kati.

Pasal 7

(f) Bupati seboAai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban sebagai berikut:

a. Dcnjata pctayanan Puakcsma! agar naryantat
tetap Bemifiki a]rcB pada pelsryanan kesehatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan hrskesmas

sebagai bagian dari pela5ranan umum;

c. menAsmbangkan Puskesmas scsuai dengal
perkembangan ilmu dan tcknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalam rangka meningkatl€n muhr
pelayanan; dan

e. mel,akukan pembinaan dan pengawasan kepada

Pwkcsmas BLLrD melalui Dinas lGschatan.

pasal 8

(f) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik h.rskesmas

bcrtangungiawab;

a. terhadap ke'najuan dan perkembangan

PuskesEas scsuai dengan harapan masyarakat;

t 'sr;;J
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b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di
Puskcamas; den

c, eenutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibuldikan dengan audit sccara independcn.

(2)Femerintah Kabupaten bertanggungiawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulk8n akibat

kelalaian staf Puskcsmas secara berjenjang seauai

dengan hierarki Pcmerintah Daerah.

Pasal 9

DaLam menjaga tanggung jawabnya, Bupa.ti sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten mcmiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan pereturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmaa Berta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Fejabat Pengelola

dan Fejabat Struktural;

c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalsm

rangka nenilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLt D Puskesmas dan penilaim kinerja

Puskesmas;

d. menetaplsn tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. meny€tujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggraran Puakeemas;

f. menetapkan sist€m r€mrmerasi Pejabat Pengelola dan

Fegawai Puskeamas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku den memberikan

penghargaan kepada pegawai yang bcrpreatasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

StruLtur Organisasi

Passl 10

(f) Organisasi Puskesmas Muara Kati terdiri:
a, kepala Puskesmas;
b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. penanggungiawab Upa,ya Kesehatan Maqrarakat
(UKMh

d. penganggungiawab

Perseorangan (UKP); darr

e. penanggungiawab jaringan pclayanan Puskesmas

dan Jejaring faEilitas pelayanan kesehatan.

Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud
.lalrm Paeal 1O ayat (l) tercantum dolAm lprnpiran I
Pcraturan Bupati ini.
Kepala Puskesnras merupakan seorang Tenaga

Kesehatan dcngan kriteria sebagai berikut:
a, tingkat pendidikan paling rendah earjana (Sll dan

memiliki komFtensi manajemen kesehatan
masyarakat;

b. masa kefa di Puskesrnas miniE d 2 (dua) t,ftn;
dan

c. telah mengikuti peletihan manajcmen Pusk€smas.

IGpala Puske.'naa bertanggungiawab atas Eeluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam mel,aksanakan tanggung jayab Kepala

Puskesmas menencanakan dan mcngusulkan

kebutuhan sumber daya hrskesmas kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

Penanggungiawab UKM Esensial dan Kepera\ratan

memba{,ahi:

a, pelayanan pflrmosi kesehatan terEasuk UXS;

Upaya Kesehatan

l2l

(3)

(4)

(5)

(6)
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(8)

b. pelayanan kesehatan lingkmgan;
c. pclayanan KIA-KB yang beraifat UKM;

d. pelayanan gizi yang be$ifat UKM;

c. pelayanan pencegahan dart pengendalian

pcnyakit; dan

f. pelayanankeperawatan kesehatanmasyaratat.

Penanggungiawab UKM Pengembangan membawahi:

a. pelayanaa Kesehatan Jiwai

b. pel,ajranan Kesehatan Gigi Masyarakaq

c. lrl,ayanan KesehatanTradisional Komplenenter;

d. pelay8nan Kesehatan Olahraga;

e. pela5ranan Keachatrn Indera;

f. pelayanan Kesehatan Lensia;

g. peLayaoan Kesehatan Kerja; dan

h. pelayanan Kcsehatan Lainrrya.

FenanSgungiawab UKP, Kefarmasian, dan

Iaboratorium membawahi beberapa kcgiatan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. pelayanan ke8ehata! gigi dan mulut;
c. pclayanan KIA-KB yang bcrEilat UKP;

d. pel,ayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

f. petrayananpersalinafl;

g. pcl,ayanan rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan
j. pelayanan rawat jalan.

(1O) Jaringsn PeLayanan PKM dan Jaringan Fayankcs

aemhwahi:
a. puskesmas Fembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan Desa; dan

d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

(11) Puskesmas men5relenggarakan upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertana dan upaya kesehatan

per€eorangan tingkat pertama.

(e)

Pl-qA.F Iioc;i))iff,rI



ll2l Vp4ya kesehatan dilaksanalen secara terintcgrasi

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 1l
(1) Pejabat pcngelola BLLrD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat Keuangan; dan

c. pejabat Teli.nis (penganggungiawab pmgram).

R.gie, fetigts

Pen8angkatan Pejabat Pengelola

Pasal 12

(1) Fejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Femimpin BLUD bertangungiawab kepada Bupati
melalui kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pejabat dan Pejabat Teknis BLUD

bertanggungiawab Kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Fejabet pengelol,a

Pasal 13

(l) Pengangkatan dalam jabatan dan penemp&tan

pejabat pengelola BLUD sebagainana dtnsksud pada

pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetenoi

dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan kemampuan dan keahlian yang ,lirniliki

oleh pejabat pengelola BLLrD berupa pcngetahuan

keterampilan, dgn sikqp perilaku yang diperlukan
d6l-m pelaksanaen tugas dan jabatannya.

(3) Kebutuhan pralrtik bisnis yang schat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (f ), mempakan kepentingan

BLUD untuk meningkat&an kinerja keuangan dan

non berdagarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.



Pasal 14

(1) Syarat untuk dapat dian8kat menjadi Pemimpin

Puskcsmas BLUD adalah:

a. tenaga kesehatan Sh1ata-l yang

kemampuan, keahlian, integritasr kepemimpinan,

dan dlutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

b. berkelakuan beik dan memiliki dedikasi untuk
usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

c. memenuhi syarat adrninistrasi kepegawaian daa

kualiEkasi jabatan;

d. pimpinan Puskesooas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarlsn pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan (fit q1d prcpa tas).

e. tnasa kerja di Puskesmas minimal 2 (dIs) tahun;

darr

f, telah mengikuti pelatihen manqiemerr Puskesaas.
(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

keF.ni'Ylfinan;

b. berlatar betakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidsng kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pdabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usa}t.a guna kemandirian

keuangan;

f. cakap melakukan perbuatarr hukum dan tidak
pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g. memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualiEkasi jabatan; dan



h. diutamakan mempunyai latar bclal€ng
pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pensalaman di bidang atau akuntansi
dan keadministrasian,

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Teknic

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangl(an kegiatan teknis di bidangnya;

c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian den

kualifl kasi jabatan; dan

d. diutamakan mempr:nyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungiawebnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 15

Femimpin BLUD bertanggunglawab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

Pcjabat Keuangan BLUD bcrtanggungiawab terhadap

keuangan BLUD.

Pejabat Teknis BLUD bertanggungiawab tcrhadap

mutu, standariBaai, adrninistrEsi, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan

sumber daya lainnya.

Bagian lGenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Fejabat pcngelola mempunyai hak:

(1) Mendapatkan remr:nerasi sesuai

peraturan perundang-undangan

keuangan daerah;

(r)

(21

(3)

dcngan ketentuan

dan kemampuan

i
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(2) Mengelota sumber daya sesuai dengan fleksibilitas
yang diberikan oleh Bupati.

Passl 17

(l) Pemimpin BLUD Bebaaaimana dirnpkspd dalam Pasal

11 ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memigpin, mengamhkan, membina, mengawaBi,

mengendalikan, dan mengcvaluasi

penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. mcnJruaun renstra bisnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat teknis kepada kepal,a daerah ecsuai

ketentuan;

e. mearetapkan pejabat lainnya aesuai kebuhthan

BLUD selain pejabat ysng telah ditetapkafl dengan

peraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggunglawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Fejabat BLUD scbagaimana dirnekeud

ddem Pasal 1l ayat (b), mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

mel,akukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

mcnyelenggarakan prengelolaan kas;

me.lakukan pengelolaan utang-piutang;

menyusun kebijakar pengelolaan barang, aset

tctap, dan investa8i;

menyelenggarakan sistem informasi manajemcn

keuangan; dan

mcn5rclenggarakan akuntansi dan penJmsunan

laporan keuangan.

c,

d.

e.

f.



(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O

ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menrusun perencanaan kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Bagian Ketujuh
Larangan dan Pemberhential Pejabat Pengelola dan

Pegawai
Pasal 18

Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yalg dapat menurunkal
kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

b. menyal"ahgunakan wewenang;

c. menjadi peranta,ra untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakal

kewenangan orang lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak
sah;

e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak Lain,

y€rng secara langsung atau tidak lalgsung merugikan

pemerintah kabupaten;

f. melakukan suatu tindakan atau tidak melalrukar

suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempersulit salah satu pihak ya]rg dilayani sehinsga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

h. mencalonkan diri sebagai calon kepala

daemh/DPR/DPD/DPRD;

K
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j.

l. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

mernbcri dukungan kepada calon ICpaIa

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampan]re ,

Pasal 19

(f) Fejabat Pengelola Puekesmas BLLJD diberhentikan

karena:

a. meninggal dunia;

b. bcrhalangan sccera tefop selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut;

c- tidak meleksnnakan tugas dan kevajibannya

dengBn baik;

d. melangar kebljakan atau ketentuan-ketentuafl

lain yana telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri karcna rlarerl yang patuq

atau

f. terlibat dalan suatu perbuatan yarrg melsnggar

hukum.

(2) Pemberhentian Fejabat Pengelola ftIskesdras BLUD

yang berasaf dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB TV

PENGEIOMPOKAN FI'NGSI

Pa8al 20

Arngsi pelayanan Puskesmas Muara l<ati didasarkan
pada fi&gsi pelayanan yang melipr.rti Upa5ra Kesehatan

Masyaratat {UXM), Upaya l(esehatat! Ferseorangart

PIq, Jaringan Felayanan PuskesnaB dan Jaringan

Fasyankes scrta fungsi penfukllng pel,syanan.

Paeal 2l
Fungai pendukung terscbut pada Pasal 20

meliputi fungsi manajemen puskesrnas dan Satuan

Fengawas Intemal.

., lE
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pasal 22

(1) Tugae pokok Satuan Fengawas Internal:

a- mengarasi tcrhadap pelaksanaan dan opcrasional

BLt D Pus,kesmas;

b. menilai pengendalian penAelolaan dan
pclaksansan kegiatan BLUD hlskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada lcpala
Puske$nas.

(2) Fungsi Satuan Pengawas Intemal a,leleh:

a. pelaksana pcngawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puske$las keuangan dan pelayanan;

b, lrnelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimpangan yang teiad! dan

c. pefirantauan tindsl lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas h.mgsional.

(3) Satuan Pengarras Intcrnal dibentuk derr di tetapkan

dengan keputusan lGpala hrskesnas;
(4) Sahran Fengasas lntemal berkedudukan dibawah

dan bcrtanggungiawab kepada IGpala Puskesmae;

(5) Satuan Fengawas Internal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepela Puskesmas.

BAB V

PROSEDUR KER.'A
pasal 23

(1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manqjerial

dan pelayanan telah didokumenta8ikan d.lam
$,,ldo' qeding hocgr,se (SOB. SOP

acuan bagi selunrh pctugas di delorn mel,aksanatan

pekerjaan. Acuan pelalcanaan Fkerjaan merupakan

bagien vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan suatu standar baku dqlarn

pms€s bisrris hrskesmas sehingga pelayanan kepada

selunrh pengguna dapat mencapai standar yang
diinBirtLqrr.

PAPTIF !(CCtiDIir.{:t
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(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksrrd dalern pada

ayat (ll tercsntum dalam I^ampiran II Feraturan

Bupati ini.

BABVI

ESEI,ONISASI

Pasal 24

(1) Eselonisasi Fejabat Pengelola Puske$nas BLUD

discsuaikan dengan ketentuan Peratuan Ferundang-

Undangan.

(2) Jika Pejabat Fengelola Puskcanas BLUD sebagaimana

dirnaksud dalam ayat (1) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, makq hak-hak yang menyangkut

tu4iongan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Penmdsng-Un.bngen.

BAB VII

PENGEIOIAAN SUMBER DAYA MANUSTA

Pasal 25

(U Fengelolasn eumber daya manusia

dimatsud merupakan pengaturan dan liebiiakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia 5rang

bcrorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung

tujuan organisasi secara dsien, efektif, dan

produktif.

(21 Sumber daya manusia Puakcsmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non keselratan.

(3) Jenis dan jumlah tenaga teschatan dan tenaga non

Ecdis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbangkan jrtml.h pelayanan rang
diselengara*an, jurlah penduduk darr

persebarannya, karakteristik wil,ayah kcrja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama tafumya di wilayah kerja

dan pembagian walfii kerja.

(4) Jenis tenaaa kesehatan paling sedikit terdiri atas:

i rrnar xooro:: i., -.:
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a. doktcr atau doktcr layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tenaga kes€hatan masyaralet:
f- tenaga lingkmgan kesehatan lingkungan;
g. ahli telmologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i. tenaga kefarmasian; dan
j. perekam medik.

(5) Tenaga non kesehatan ha-rus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,

sistem informasi, dan hegiatan operasional lain di
hrskesoas-

(6) Tenaga ke8ehatan di Puskesmas harus bckerja sffiuai
dengan standar profesi, standar pelayanan, standar

prosedur olrrasional, etika profesi, menghormati hak
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memlrrhatikan
kesela$atan dalr kesehatan dirinya dalam bekerja.

(A Seriap Tenaga Keschatan yang bekerja di Puskesrras

harls memiliki surat izin prsktik sesuai ketcntuan

Peraturan Perundang-Undangan.

(8) Ketcntuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lcbih l,anjut dengan Peraturan Bupati mulai
dari reknrtrnen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

muta8i, promosi, reutard. pmishnent, sampai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pagal 26

(1) Pejabet pengelola BLID dan pega$,ai BLUD dapat

dibcrikan remunerasi scsuai dengan tingkat tanggung
jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlu&an.

rt*
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l2l

(3)

(4)

Remunerasi sebaSaimana dimaksud dalam ayat (1),

imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
pr€staei, pesanSon da.n/atau pensiun.

Remunerasi scbagaimana di"nqksud dalam ayat (1),

untuk BLUD-PusI(esmas ditctapkan oleh Bupa.ti

berdasarkan usulan pemimpin BluD-Puskesmas

melalui Keoala Dinas Kes€hatan.

Penetapan rrmunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlsh aset yang rlilrclola

BLUD, tingkat pelayanan serta produhivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pel,ayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bcrsangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara lain

indikator keuangan, mutu dan

manfaat bqgi masyarakat.

Remrmerasi p€jabat keuangan dan pejabat tetnis
ditetapksn paling banyak scbesar 9 (sembilan

puluh perBcnl dad remunerasi pemirDpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimaru dirnaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic inderd;

b. keterampilan, ilrnu pengetahuan dan perilaku

l@tptenAindcii
c. risiko kerja (risft nnde{;

d. tingkat kegawatdaruratan (energienq irdq4;
e. jabatan yang disandang (posiJbn inde$i darr

f. hasil/capaian ldrralr1.a (terfomane inded.

(s)

(61
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(7) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mcngikuti
Peratursn Perundang-Undangan tentang gaji dan
tunjangan PNS serta dapat diberilGn tambahan

sesuai remrmerasi lrang ditetapkan oleh

Bupati.

(8) Pejabat pengelol,a yang diberhentit<an sementara dari
jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50026

(lima puluh pcrscn) dari remunerasi/honorariua
bulan tcrakhir yang berLaku sejak tangal
diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

beEangkutan.

(9) Remunerasi scbagaimana dirtaksud pada ayat (2)

diberikan scsuai dengan kemampuan keuangan

daerah-

BAB D(

STANDAR PEI.AYANAN MIMMAL

Pasal 27

Untuk menjamin keterscdiaan, lcterjanfkauan, dan

kualitas pelayanan umutu yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pelayanan Einimal BLUD

dcngan peraturan Bupati;

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapa.t diusulkan oleh pemimpin BLUD.

Stsndar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas
pelayanen, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta

kemudahan untuk mendapatl(an layanan.

Standar pelayanan 6fu1irnal harus memenuhi

persyaratan:

a, fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicspait

d. r€levan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat wakhr.

(1)

(21

(3)

(4)



(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimalrsud
pada ayat (4) huruf a, mengrtanalGn kegiatan
pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan
tungsi BLUD.

(Q Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf
b, merupa.&an kegiatan yang perrcapeiannya dapat
dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, scsuai kemampuan
dan tingkat pemanfaatannya.

(E Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana

dima&sud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan
yang Bejalan, berkaitan dan dapat dip€rcaya untuk
menunjana tugas dan fungsi BLUD,

(9) Tepat waktu sebagaimana dimsksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang telah ditf,tapkan.

BAB X
TARIF I.AYANAN

Pasal 28
(U BLt D dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan
yang dibcritsn,

(2) hbalan atas baraag dan/atau jasa layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar
perhitungan biaya satuan 1rr unit l,ayanan atau hasil
perinvestasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk
imbal hasil yang wajar darl investasi dana dan untuk
mcnutup seluruh atau dari biaya per unit
laJranan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis
layanan BLUD yang bereangkutan.

PARAF KOORDINASI
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(6)

Tarif layanan Bl.uD-Puskesmas diusr:lkan oleh
pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Kes€hatan.

Tarif layanan aebagaimana dimaksud pada syat (S),

ditetapkan dengan peraturan Bupeti dan
disampikan kepada pimpinan DPRD.

(7I Penetapan tarif leyanan sebagairnana dimaksud pada

ayat (6), memp€rtimbangkan kontinuitac dan
pengembangan layanan, daya beli masyaraLat, scrta
kompetisi yang sehat.

(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.
(9) Pembentukan tirn sebagaimana rlirnetsud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat
berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unaur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(1O) Feraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat
dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan
perkembangan Leadaan.

(11) Perubalun tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(fO), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun
per unit layanan.

(12) Pmses perubahafl tarif scbagaimana dirnaksud prsdq

ayat (lO) dan ayat (1U, mempertimbanEkan

kontinuitae dan pnngcmbangan layanan, daya beli
masyarakat, serta kompedsi yang sehat.

BAB)o

. PENGEIOI.AANKEUANGAN

Bagian Xesatu

Pendapatan
pasal 29

(f) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa la5ranan;

tia":,r l:.Jc.qa&,t31
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b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-Iain pcndapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada

Pendapatan BLUD yang bersumber dsri hibah

sebaSairnana dimalsud pada ayat (1) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (U huruf c, dapat berupa
perolehan dari kerjasama operasional, sewa men1rcwa,

dan u8aha lainnya yang mendukung hrgas dan fungsi

BLI'D.

Pendapatan BLUD yang bersumber deri APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah bukan dari kegiiatan

pembiayaan APtsD.

Peudapatan BLUD yang berBumber dafi APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf e, dapat

berupa pendapa.tan Srang berasal dari pemerintah

dalam rangka pclatsanaan dekoneentrasi dan/atau
tugas pembannran dan loin-lain.

BLUD dafa$ melaksanakan argg.uan dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana,li"nplGud

pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggsrakan aecara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku .rala'q pelaksanaan APBN.

(3)

{41

(5)

(6)

n
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(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Bebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, ant ra l,ain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan s€lisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bcntuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atsu pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLLID; dan
g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana rli'nakeurd

pada ayat (1), kecuafi yang berasaf dari hibeh terika!
dapat dikelola langsung untuk membiaya pengeluaan

BLt D sesuai RBA.

(10) Hibah terikat eebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(1f) Seluruh BLUD sebagaimana dirnsksud

dalam ayat (l) huruf a, huruf b, huru.f c, dan huruf f,

dilak.anrke"r melalui rekening kas BLIJD dan dicatat
.lal-"' kode rekening kelompok pcndapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obSrek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sehgaimana dirnak$td pada

ayat (lU kepada Pajabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagisn Kedua

Biaya

Pasal 30

Biaya BLUD merupakan biaya op€raaional dan biaya

non operasional.

Biaya operasional sebsAaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beben

BLUD dqle''| rangla meqiafankan tugas dan fungsi.

(1)

l2l
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(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (U, a€ncakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(a) Biaya BLIJD sebagaimana dirnql€ud peda ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai pmgram peningkatan

pel,ayanan, kegatan pelayanan, dan kegatan
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan scbagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelonrpok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya operasional sebaAaimana dimaksud pada ayat
(2), tcrdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pclayanan Bebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya opcrasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(8) Biaya umum dan administraBi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh

biaya operaoional yang tidak langoung

dengan kegiatan pelayanan.

(9| Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a. biaya p€gawai;

b. biaya bohan;

c. biayajaea pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-
lain.

(1O) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada

ayat (8), t€rdid dari:

a- biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

PARAF IiOOi?DIi,t rrSI
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e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; darr

e. biaya non operasional lain-lain.
(f2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Fengelola Keuangan Daerah setiap trivrrlan.
(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan
dengan menerbitkan SPM Pengesahan yalg dilampiri
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan me mpertimbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signilikan dengan

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

yarg telah ditetapkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan aaggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuanga.rr Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan-
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(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) ditetapkan dengan besaran persent€.se.

(2O) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(19), ditentukan dengan mempertimbarrgkan flukhrasi
kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimara

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan
yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,
rasional dan dapat dipertanggungjawabkaa.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(f) BLUD menJrusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran prencapaian kinerja, rencana

pencapaial lima tahunan darr proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yans ingln
diwujudkar.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetaFkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengaa baik.

(5) Program stategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

beroricntasi pada hasil yang ingin dicapa.i sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai denga.n 5 (lima)

tahun dengart memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

R
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(Q Fengukuran pencapa.ian kinerja
dimaksud peda ayat (2), memuat pengukuran yang
dilakukan dengan mengambarkan pencapaian haBil

kegiatan dengan disertai analisis atas falitor-faldor
intcrnal dan ekst€md yang mempengaruhi

tercapainya kine{a.
(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capa.ian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 [ima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lirna tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahua.

(9) Renstra bisnis BLLrD s€bagaimana dimaksud pa.da

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan

RBA dan waluasi kinerja-

(1O) BLUD menyusun RBA tahunarl yar4 berpcdonan

kepada r€nstra bisnis BLUD.

(ll) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pade ayat

(U, disu$m berdasarkan prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi bial,a m€nunrt jenis

layanan, kebutuhan pendanaan d41 lremerr[nrar

pendapatan yang dipcrkiralcn akan diterima dad

masyarakat, badan Lain, APBD, APBN dan sumber-

suEber pendapatan BLUD lainnya.

(f2) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dafam ayat (f2),

lnetluat:

a. kinerja tahun berjafan;

b. asumsi makro dan miko;
c- taryet kinerja;

d- analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

i)



g. b€saran pcrsentase ambang batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan majv Votuard estimafcl;
j. rencana pengeluaran invest'si/ modal; dan

k. ringkasan darr biaya untuk
konsolidasi den6ran RKA-Dinas Kesehatan/ APtsD.

(f4) RBA Bebagaimana dirneksud pada ayat (f3), discrtai
dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(fS) finerja tahun berjalan sebagaimana dirnnksud tnda
ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang memperryaruhi kincrja;

c. perbandingan RBA tahun b€rjalan dengan

realisasi;

d. laporan kcuangan tahrm berjalan; dqn

e- hal-hal lain yarry perlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi makro dan milcro scbagaimana dimaksud

pada ayat (fg) huruf b, antara lain;

a. tingkat inflasi;

b. perhmbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume pala5ranan.

(fA Target kinerja sebsgaimana dimatsud pada ayat (f3)

huruf c, antara lain:

a- perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncanakan-

ffi



(18) Analisis darr perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan
perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dart

volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
(19) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin da:-i tarif layanan.

(20) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat
(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dar biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

pers€ntase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimala dimaksud
pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangaa tahun bedalan seperti tercermin pada

laporal operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan maju (foruard. estima'tel sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupa-kan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungal program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penjrusunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupalal rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
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(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatart/APBD sebagaimana

dima&sud pada ayat (13) huruf k, merupakan

rinelasan pendapatsn dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APtsD.

(26) Untuf< BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dirnqksud dalam ayat lt2l disueun dan

dikonsolidasikan dengan Rl(A-Dinas Kesehatan.

(24 RBA dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan rmtuk
dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas lGschatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beecrta RBA s€bagaimana

dirnrksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Fengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) REA sebagaimana dirnakssd ,{alarh ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA s€bagainana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPI(D disamFoikerl

kepada Tim Anggaran Pemerintah Dacrah GAPD)

untuk dilaku&an penel,aahan.

(3f) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dirnqksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPIO untuk ditusngkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APtsD.

(32) S€telah Rancangan kraturan Daerah tentang APtsD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peratu.ran Daerah, pendnpin BLUD

melskukan prenyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA defnitif.

(33) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai scbagai dasar pennrsunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepada Fejabat Pengelola Keuangan Daerah.
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Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31

ayat (33), mencakup a-nrara lain:

a. pendapatan darr biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangal.

(4) Dalam hal DPA-BLUD sebageimana dimalsud pada

ayat (2), betum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

meLakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkarr oleh ppKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar
penarikan dana yarrg bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan,/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimarn dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismatchl jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan
jurr ah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD-

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

l2l

(3)
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(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dima&sud pada ayat
(8), merupakan manifestaai hubungan kerja antara
Bupe.ti dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kincqa l@ntm&tal perfomatw
aqeernenn.

(1O) Dalam perjanjian kineqia sebagaimana dima-ksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan Legiatan pelayanan umum
dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalaE DPA-BLUD.

(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimakgud pada ayat

{8), antara Lain memuat kesanggupan 'urltuk

meningkatkan:

a- kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyamlet,

Bagian l(elima

Akuntansi, Pelapomn &n hanggungiawaban
pasal 33

(t| BLUD menenrpkan sistim. informa-si manajemcn

keuangan sestrai dengan kebutuhan pralaik biBais

Jrang sc&at

(2) Setiap transaksi keuangafl BLUD dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
(3) Penyelcnggaraan akuntansi datr laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), menggunakan

basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan,

biaye, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangl€n dan menerapkan sistem

akunt3nsi dengan berpedoman pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 34

(l) l,aporan keuangan BLUD terdiri dari:
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kewajiban, dan ckuitas dana pada

t€nggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi junlah
pendapatan dan biaya BLUD selama mtu periodei

c. laporan ame kas yang menyajikan informasi kas

bcrkaitan dengan alrtivitas operasional, inveatasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayasn

yang menggambarkan saldo awal, penerimeant

pengeluaran, dan saldo akhir kae seLarna periode

tertentu; dan

d, catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporafl keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan lalrcran kinerja yaag berisikan

informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan eebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan

peraturan p€nmdang-undangan.

(a) Setiap triwulan BLuD-Puskesmas meoSmsun dan

menyampaikan Latrrcran opcrasional darl laporan arus

kas kepada PPKD melalui IGpaIa Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

(5) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-PuBkesmaB

wajib rnenlrusun dan menya-rnpaikan l,aporan

keuangan lengkap yang terdiri dsri laporan

olrcrasional, neraca, laporan afua kas dan catatan

atas laporan kcuangan disertai laporan kinerja
kepa& PPKD melalui fepala Dinas Keschatan untuk
dikonsolidasikan ke dalarn laporan keuangan Dinas

Kesehatrfl dan pemerintah daerah, palinS lambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

r--'-.----
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(6) Penyusunan laporan sebagaimana

dimcksud dalam ayat (a) dan dafam ayat (S) untuk
kepentingan konsolidasi, dilakukaa bedasarkan
standar akuntansi pemerintah.

BABxII
PENGEI.OIAAN SUMBER DAYA IAIN

Pasal 35

(1) Sumber daya Lain o,lalqh selun r aset dan kegiatsn
yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

operasional dan dikelol,a olch Puskcsmas.

{2} Fengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk
meningkatkan mutu pelayaran dan operasioaal scrta

kelancarafl tugas pokok dan fungsi Puskesmaa.

(3) Pengelolasn sutrber daya yang berupa alat kcsehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.
(a) Sistem pengelolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui lGpala Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGEIOLAAN UNGKUNGAN

Pasat 36

(l) Dalam menjaga kelestarian linglungan, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui
penyusunan UPL (Upaya Fcngelotraan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Femantauan Lingkungan) sesuai

denga[ kctcntuan pcraturan Frundang-undangan.
(2) Pengelolaan timbah sebagaimana dirnqksud pads sya;

(l) meliputi pcngelotraan limbah padat dan cair,
pengawasan, dan pengendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku
mutu lrang ditetapkan secara nasional dan r€gional

meliputi pengelolaan secara kimi:awi, [Bik dan biologiB

scbelum dibuang ke lingkungan.
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(1)

l2l

(4) Dalam menBelola limbah padat {sampah), PuBkesmas

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non

medis.

(5) Fengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

BAB XN/

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BaAian Kesatu

Pembinaan
Pasal 37

Pembinaan telmis Puskesmas dilakukan oleh Kepola

Dinas Icsehatan.

Fembinaan keuangan Puskesmas dilakulen oleh

Pejabat Fengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua

Fengawasan

Pasd 38

Puskesmas dil,akukan oleh Insp€horat
Kabupaten.

Pengawasan operasional dapat dilnlrr'kan oleh

Satuafl Pengawas Intemal (SPI].

BABXI,I

EVALUASI DAN PEMIAIAN XINER.IA

Pasal 39

Evaluasi dan penilaian Kinfija BluD-Puskesmas

dilakukan setiap tahrm oleh Bupati terhadap aspek

keuangan dan non

Evaluasi yang dilakukan sebagairnana dfuEksud
pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana

ditetapkar dalan Rencana Strategis Bisnis (Renstra

Bisnis) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

(1)

12l.
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BAB )<VI

KETEI\TTUAN IAIN.IAIN
Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai

ketentuan dan p€mturan pelaksanaan untuk
melaksanakan pola tata kelola ini, 5rang meliputi
Peraturan Puskesmas, Feraturan tentang ketenagaan,

serta peraturan lain yang tidak dicantumkan dalam pola

tata kelola ini atas usulan l(eda Puske$nas.

BAB XI/II

I(ETENTUAN PENUTTJP

Pasal 4l

Feraturan ini bedaku s€jak tangal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pen$mdangan Pcraturan Bupati ini dengm
pencmpatarurya dalam Berita Daerah lGbupaten Musi
Rawas.

2019

Diundangkan di Musra Beliti
pada tangal L <Ehub 2c],g
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAX'AS,

PRISKODESI

BERITA DAERA}I KABT'PATEN MUS! RAWAS TAHUN 2019 NOMOR..ff

Ditetapkan di Muara BeliF
pada

F7.
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LAMPIRAN II : PERATURAN BT,PATI MUSI RAWAS

NOMOR , t/ TAHUN 2019
TENTANG TATA KEI.OI,A BADAN

IAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MUARA KATI KABUPAIEN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KER.'A PI'SKESMAS MUARA KATI

I. SOP Pelayanan

A. SOP pada Upaya Kesehetan Perorangan (UKP) Puskesmas Muara

I(eti

l. SOP Pelayanan Gawat Daruraq

e- SOP Penerimaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

1) Tunai

2) Non Tunai

2. SOP Felayanan Rawat Jalsn;

a- SOP Fenerimaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Pembryaran Paeien:

l) Tunai

2) Non Tunai

3. SOP Fersalinan;

4. SOP Pelayanan Lsboratorium S€derhana;

5. SOP Felayanan Farmasi;

6. SOP Felayanan Gizi;

7. SOP Pelayanan Pasien Keluarga Miskin;

8. SOP Pelayanan f,6kern tlit6dils;

9. SOP Pengelolaan t j-bah;

10. SOP Administrasi dan Manajemen;

lf. AOP Pclayarrarl Ambulans dan Mobil Jenazah;

12. SOP Pemcliharasn:

13. SOP Pencegehan dan Pengendalian lnfeksi; dan

14. SOP Pelayanan Keamanan.

f,tBrc[rjr'. N.



B. soP pada Upaya Kesehatan Marvarakat (uKM) Puskcamas Muara

I{ati

1. soP Felayanan lftsehatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan lksehatan Ibu Bersalin;

3. SOP F8layanan (cachatan Bayi Baru L€hic

4, SOP Felayanan l(esctratan Balita;

5. SOP Felryanan l(clchetan pada Usia Pendidikan Dasar;

6. SOP Pclayansn lGsehatan pada Usia Produktif;

7. SOP Pelaysnsn Kcschatatl pada Ugia tanjuB

8. SOP Pelayanan Kesehatan Fenderita HiPert nsi;

9. SCIP Fela}'anan l(eschatalt Fdtdcrita Diabete3 Melitus;

10, SOP Felayanan Keseharan Orang dengan Gangguan Jiwa B€f,aq

ll,SOP Peleyansn KcEchaten Orang dengan Tubcrtulosis (Its);

dan

f 2. SOP Fclayanen lGaehatan Oreng deDgan Rkiko Tcrinfeki HW.

SOP Sclain Felayanetr

A. SOP Pegawai

1. SOP Relruitaen Fegawai;

2. SOP Fenggmbangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Femberhcntian Fegavai

B- SOP Sarana dan Pra8alana

1. SOP Fe4adaan

2. SOP Pemelihsraan

RAWAS


